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Abstrak  

Praktik jual beli ikan melalui sistem pesanan merupakan mekanisme transaksi 

yang umum digunakan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Lempasing, 

Kecamatan Teluk Betung Barat, Kota Bandar Lampung. Dalam praktinya, 

pembeli memesan ikan sebelum barang tersedia secara fisik, kemudian penjual 

menyiapkan ikan melalui proses lelang yang berlaku di TPI. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian praktik jual beli ikan tersebut dengan 

perspektif hukum ekonomi syariah, khususnya berdasarkan ketentuan akad 

salam. Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris dengan metode 

kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan 

transaksi jual beli ikan serta observasi langsung di lokasi penelitian. Data yang 

terkumpul kemudian dianalisis menggunakan ketentuan akad salam sebagai 

kerangka kerja, yang dijabarkan ke dalam indikator utama seperti mekanisme 

pembayaran, kejelasan objek akad, dan penetapan harga. Hasil penelitian 

menunjukkan praktik jual beli ikan melalui sistem pesanan di TPI Lempasing 

belum sepenuhnya memenuhi ketentuan akad salam. Pada praktiknya, 

pembayaran tidak dilakukan secara utuh pada saat akad disepakati, melainkan 

hanya berupa uang muka sebagai tanda pemesanan, dengan pelunasan 

dilakukan setelah ikan tersedia dan ditimbang. Selain itu, penetapan harga dan 

spesifikasi kualitas ikan belum ditentukan secara pasti pada saat akad 

berlangsung, melainkan baru ditetapkan setelah pembeli memeriksa barang 

secara langsung. Kondisi ini menunjukkan ketidaksesuaian dengan syarat 

pokok dalam akad salam, yang mengharuskan pembayaran penuh di awal serta 

kejelasan objek akad sejak awal perjanjian. Dengan demikian, dapat 

disimpulkan bahwa praktik jual beli ikan melalui sistem pesanan di TPI 

Lempasing belum sepenuhnya selaras dengan ketentuan akad salam dalam fiqh 

muamalah. 

 

Kata Kunci Akad Salam; Hukum Ekonomi Syariah; Jual Beli Pesanan; TPI Lempasing. 

 

 

 

PENDAHULUAN 

  Muamalah merupakan istilah yang merujuk pada interaksi dan transaksi antara individu atau 

kelompok dalam bidang sosial dan ekonomi. Dalam perspektif Islam, muamalah meliputi 

berbagai jenis hubungan yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi, seperti perdagangan, sewa 

menyewa, dan pinjaman. Konsep ini penting karena menunjukkan nilai-nilai keadilan dan etika 
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dalam kehidupan sehari-hari, serta memberikan pedoman bagi umat Islam untuk menjalankan 

aktivitas ekonomi yang sejalan dengan prinsip syariah (Rianda et al., 2024).  

 Salah satu bentuk muamalah yang relatif dominan dan sering digunakan dalam aktiviras 

sehari hari yakni jual beli. Jual beli (al-bai’) sendiri ialah bentuk akad pertukaran baik berupa 

barang dengan uang maupun dengan harta lain, yang menimbulkan peralihan kepemilikan dari 

satu pihak dan munculnya kepemilikan baru bagi pihak lainnya (Rohman, 2020).   

 Aturan tentang rukun dan syarat akad dalam muamalah Islam tidak hanya mengatur pada 

aspek formal dari transaksi, tetapi juga bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan 

melindungi hak serta kewajiban setiap pihak, sehingga transaksi tidak menimbulkan 

ketidakadilan atau perselisihan. Penelitian tentang dasar-dasar akad menunjukkan bahwa 

memenuhi unsur-unsur akad seperti penjual, pembeli, objek, dan ijab qabul diperlukan untuk 

mencapai keadilan dalam transaksi (Agustin et al., 2025). 

 Diantara jenis-jenis jual beli dalam muamalah, salah satunya adalah jual beli pesanan. 

Pesanan atau inden menggambarkan suatu keadaan ketika pembeli tidak langsung menerima 

barang yang dipesan, sebab penjual masih berusaha memenuhi permintaan dengan memperoleh 

barang yang dimaksud. Meskipun barang tersebut telah ada, namun belum berada dalam 

penguasaan penjual secara langsung (Winih & Hanifuddin, 2023).  

 Menurut literatur fikih  muamalah  kontemporer,  jual beli pesanan memiliki dua jenis yang 

salah satunya merupakan akad salam. Akad salam merupakan kegiatan jual beli di mana pembeli 

memesan barang terlebih dahulu ke penjual berdasarkan syarat yang disepakati sebelumnya. 

Kejelasan objek dan harganya harus jelas sejak awal, serta pembayaran dilakukan penuh di muka 

(Ali Hasan, 2003). Akad salam ini hukumnya diperbolehkan dalam Islam, karena dilihat dari 

bentuknya yang memudahkan, khususnya guna memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap 

barang yang belum tersedia saat akad berlangsung, dengan syarat yang harus dipenuhi.  

 Pada kasus nyata praktik jual beli dengan sistem pesanan ditemukan di Tempat Pelelangan 

Ikan (TPI) Lempasing Kecamatan Teluk Betung Bandar Lampung, khususnya disektor perikanan. 

Praktik ini menjadi pola transaksi yang umum dilakukan oleh para pelaku usaha dibidang jual beli 

ikan. Pemesanan biasanya dilakukan melalui sosial media WhatsApp atau telepon seluler, yang 

dalam hal ini memudahkan konsumen untuk pemesanan jarak jauh. Akan tetapi mekanisme ini 

belum sepenuhnya memenuhi prinsip kejelasan akad dalam hukum ekonomi syariah.  

 Selain itu juga, permasalahan muncul bukan hanya disebabkan oleh kebiasaan pemesanan 

(tanpa akad tertulis), melainkan oleh mekanisme transaksi yang belum sepenuhnya memenuhi 

prinsip kejelasan pada akad hukum ekonomi syariah. Ketidakjelasan tersebut seperti penyebutan 

jenis ikan tanpa rincian ukuran dan mutu, penetapan harga yang baru ditentukan setelah proses 

lelang dan proses timbangan, serta ketidakpastian waktu penyerahan menunjukkan adanya 

potensi gharar yang cukup tinggi. Selain itu, tidak adanya kesepakatan yang jelas mengenai risiko 

transaksi membuat pihak-pihak yang terlibat rentan mengalami salah persepsi atau sengketa 

ketika objek transaksi yang diterima tidak sesuai dengan pesanan.  

 Adapun beberapa penelitian terdahulu yang telah mengkaji praktik jual beli dengan sistem 

pesanan dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Pertama, (A’yun, 2023).  Menunjukkan 

bahwa ketidaksesuaian pada aspek pembayaran yang tidak terlaksana sebagaimana mestinya 

karena adanya keterlambatan dari pihak pembeli yang menimbulkan kerugian bagi penjual, 

sehingga akad tersebut dianggap tidak memenuhi prinsip sahnya transaksi dalam muamalah 

(A’yun, 2023). 

 Kedua, sistem uang muka memang memudahkan pedagang memperoleh ikan tanpa harus 

membayar penuh di awal, namun praktiknya tidak selalu berjalan sesuai kesepakatan. Hal ini 

terlihat dari seringnya terjadi keterlambatan pelunasan hingga berbulan-bulan dan bahkan 

dilakukan secara cicilan, karena tidak terdapat perjanjian tertulis yang menjadi pegangan kedua 

belah pihak (Wildatul Rahmadhani Dianita, 2024). 

 Ketiga, unsur-unsur dasar akad salam, seperti kejelasan spesifikasi barang dan waktu 

penyerahan, telah terpenuhi, namun kesepakatan yang hanya dilakukan secara lisan berpotensi 

menimbulkan sengketa ketika barang tidak sesuai dengan pesanan (Rezeki et al., 2022). 
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Berdasarkan uraian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa praktik jual beli dengan sistem 

pesanan kerap menghadapi masalah seperti, keterlambatan pembayaran dan ketidakjelasan 

kesepakatan, sehingga akad tidak terlaksana secara sempurna menurut prinsip muamalah. 

Meskipun unsur akad pada beberapa praktik telah terpenuhi, lemahnya kepastian pelaksanaan 

berpotensi menimbulkan kerugian dan sengketa. Hal ini relevan mengenai sistem pesanan ikan di 

Teampat Pelelangan Ikan (TPI) Lempasing, yang menuntut kejelasan akad dan kepastian 

pembayaran mengingat ikan merupakan objek pesanan  yang memiliki tingkat risiko tinggi. 

 Urgensi penelitian ini tampak dari terbatasnya  kajian yang secara spesifik menelaah 

keabsahan akad praktik pemesanan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Lempasing Kecamatan 

Teluk Betung Barat Bandar Lampung yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah, 

meskipun transaksi tersebut berlangsung setiap hari dan melibatkan banyak pelaku. Apabila 

mekanisme pesanan ini terus dibiarkan tanpa adanya telaah mendalam, maka potensi kerugian 

dan ketidakadilan dapat berlanjut terus menerus.  

 Penelaahan akad ini juga penting agar dapat memberikaan pemahan yang lebih menyeluruh 

bagi pelaku usaha mengenai penerapan akad salam sesuai hukum ekonomi syariah, sehingga 

transaksi dapat berlangsung lebih adil, transparan, dan memiliki kepastian hukum. Dengan 

demikian, telaah ini krusial guna mengetahui sejauh mana praktik akad salam diterapkan dalam 

transaksi jual beli ikan dengan sistem pesanan di Tempat Pelelangan Ikan Lempasing (TPI) 

Kecamatan Teluk Betung Barat Bandar Lampung. 

 

LANDASAN TEORI 

Konsep Muamalah dalam Islam 

Istilah "Muamalat" ( المعاملات), yang bentuk tunggalnya adalah "muamalah" (المعاملة), 

berasal dari akar kata "amal" (عمل) yang secara etimologis menyiratkan konsep saling berbuat 

atau tindakan timbal balik. Sederhananya muamalah ini merujuk pada hubungan interpersonal 

antara individu satu dengan yang lainnya. Muamalah secara khusus, mencakup semua bentuk 

akad yang memungkinkan manusia saling bertukar manfaat melalui cara-cara dan aturan yang 

telah ditetapkan oleh Allah SWT, di mana manusia harus mematuhinya (Ningsih, 2021). 

Islam menegaskan prinsip-prinsip yang memastikan terjaganya kejujuran, kepercayaan, 

dan keseimbangan dalam dinamika sosial ekonomi. Pemahaman tentang muamalah secara 

mendalam ini memiliki signifikan besar karena berkaitan erat dengan aspek etika dan hukum 

dalam interaksi sosial. Tanpa adanya aturan yang tegas, hubungan antarindividu berpotensi 

berakhir pada pemerasan, penindasan, atau ketidakadilan. Penerapan prinsip muamalah juga 

dapat membangun masyarakat yang harmonis dan sejahtera. Terutama masyarakat Muslim perlu 

memahami dan menerapkan ajaran muamalah secara menyeluruh. Maka dari itu, nilai-nilai Islam 

tidak hanya diterapkan dalam ibadah, tetapi juga dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat 

(Harahap & Dinda, 2025).  

 

Jual Beli dalam Perspektif Fikih Muamalah 

Secara istilah Jual beli merupakan pertukaran barang berdasarkan kesepakatan bersama 

atau pemindahan kepemilikan dengan imbalan yang sah (dalam bentuk alat tukar resmi) (Dewi, 

2005). Terdapat pandangan ulama dalam menjelaskan pengertian Jual beli (al-ba’i), yaitu: 
1. Menurut ulama Malikiyah, jual beli didefinisikan sebagai perjanjian pertukaran harta benda 

yang terbebas dari unsur riba, yang mengikat dua belah pihak dalam transaksi objek tertentu 

kecuali manfaat, emas, dan perak. Transaksi ini dapat dilaksanakan meskipun barang belum 

ada di hadapan pembeli, selama spesifikasi barang diketahui secara jelas. (Suhendi, 2016). 

2. Menurut ulama Syafi’iyah, dan Hanabilah menyatakan bahwa jual beli merupakan pertukaran 

harta dengan harta yang mengakibatkan terjadinya pemindahan hak milik dan kepemilikan. 

Dalam menjelaskan makna al-māl (harta), terdapat perbedaan pandangan antara ulama 

Hanafiyah dan jumhur ulama, sehingga perbedaan tersebut berimplikasi pada lahirnya 

ketentuan hukum yang berkaitan dengan praktik jual beli (Khoerudin, n.d.). 
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3. Menurut ulama Hanafiyah jual beli merupakan proses pertukaran barang dengan alat tukar 

berupa emas, perak, atau yang sejenis, maupun pertukaran barang dengan uang atau 

sejenisnya melalui mekanisme tertentu. Mekanisme ini melibatkan ijab dari pembeli dan 

kabul dari penjual, atau dapat dilakukan melalui pertukaran langsung antara barang dan harga 

oleh kedua belah pihak (Haroen, 2007). 

 Hal ini pula secara tegas diperbolehkan oleh para ulama mengenai aktivits jual beli yang 

sebagaimana dapat diliat dari rukun dan syaratnya sebagai berikut: 

1. Rukun Jual Beli 

  Menurut pandangan ulama Hanafiyah, rukun jual beli hanya terdiri atas ijab dan qabul 

yang menunjukkan adanya proses saling menukar atau saling memberi antara para pihak. 

Sementara itu, menurut jumhur ulama, rukun jual beli mencakup empat unsur, yakni: adanya 

dua pihak yang berakad (‘aqidain), yaitu penjual dan pembeli; adanya objek yang 

diperjualbelikan; adanya sighat akad berupa lafaz ijab dan qabul; serta adanya nilai tukar 

sebagai pengganti barang yang diperjualbelikan (Abdurahman, 2010). 

2. Syarat Jual Beli 

  Adapun syarat-syarat jual beli yang berkaitan dengan rukun jual beli sebagaimana 

dikemukakan oleh jumhur ulama, yakni : (a) berakal; (b) adanya kerelaan dari kedua belah 

pihak; (c) syarat yang berkaitan dengan objek jual beli (ma‘qud ‘alaih), antara lain barang 

tersebut ada atau meskipun tidak berada di tempat akad, penjual menyatakan kesanggupannya 

untuk menghadirkannya, serta barang tersebut memiliki manfaat atau dapat dimanfaatkan; (d) 

barang yang diperjualbelikan harus berada dalam kepemilikan penjual dan dapat diserahkan 

baik pada saat akad berlangsung maupun pada waktu yang telah disepakati dalam transaksi 

(Hasan, 2018). 

  Dalam konteks kontemporer, praktik jual beli modern seperti sistem pesanan (pre-order) 

dikategorikan dalam jenis akad salam atau akad ishtishna, tergantung pada karakteristik transaksi 

tersebut. Namun, prinsip kejelasan dan kesepakatan tetap menjadi syarat utama keabsahan jual 

beli dalam berbagai bentukannya.     

 

Akad Salam 

Secara etimologi, kata "salam" berarti (الإعطاء) al-itha dan (التسليف) at-taslif, yang 

keduanya menunjukkan makna pemberian. Kata "salam" terbentuk dari tiga huruf, yaitu sin-lam-

mim (سلم), yang bermakna penyerahan. Kata yang mirip adalah "salaam" (سلام), yang terdiri dari 

empat huruf sin-lam-alif-mim dan bermakna perdamaian; kata ini juga menjadi akar kata untuk 

"Islam", yang berarti berserah diri (Misno, 2022).  Secara terminologis, jual beli salam merupakan 

akad jual beli yang dilakukan dengan pembayaran harga secara tunai di muka, sedangkan 

penyerahan barang dilakukan pada waktu yang akan datang sesuai dengan spesifikasi serta jangka 

waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak (Erizal, 2025).  

 

Berikut adalah beberapa definisi salam menurut para ulama (Al Hadi, 2017): 

1. Ulama fikih mendefinisikan salam sebagai penjualan suatu benda (barang) yang 

pengirimannya ditangguhkan, atau penjualan suatu barang yang karakteristiknya jelas dengan 

pembayaran pokok dilakukan lebih dulu, sementara barangnya baru dikirimkan nanti. 

2. Menurut ulama Shafi'iyah dan Hanabilah, salam merupakan kesepakatan yang disetujui untuk 

membuat suatu benda (barang) dengan karakteristik tertentu dengan membayar harganya 

terlebih dahulu, sedangkan barangnya dikirimkan di kemudian hari. 

3. Menurut ulama Malikiyah, salam adalah transaksi jual beli yang pokoknya dibayarkan 

terlebih dahulu, sementara barangnya dikirimkan sesuai dengan waktu yang telah disepakati. 

4. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, akad salam merupakan bentuk jasa 

pembiayaan yang berkaitan dengan transaksi jual beli, di mana pembayaran dilakukan 

bersamaan dengan proses pemesanan barang yang menjadi objek akad. 

Akad salam  memiliki beberapa rukun dan syarat. Adapun rukun akad salam sebagai berikut 

(Reza et al., 2025):  
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1. Kedua belah pihak dalam akad. 

2. Kedua pihak harus memenuhi beberapa syarat, seperti memiliki akal yang sehat, melakukan 

transaksi secara sukarela tanpa adanya paksaan, serta memiliki kemampuan keuangan yang 

cukup (Bagus & Hidayat, 2024).  

3. Modal (Ra’sul Maal) yakni menunjukkan jumlah uang yang disetujui. Jumlah tersebut harus 

disebutkan dengan jelas agar tidak terjadi perselisihan di masa mendatang.  

 

Adapun dasar hukum akad salam terdapat dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 282 : 

ى فَ ٱكْتهبهوهه     وَلْيكَْتهب بَيْنكَهمْ كَاتِبٌٌۢ بِ ٱلْعدَْلِ     وَلََ يأَبَْ كَاتِبٌ أنَ يكَْتهبَ كَمَا عَلمََهه  ٱلَلّه       سَمًّ ٓ أجََلٍ مُّ أٓيَُّهَا  ٱلذَِينَ   ءَامَنهوٓا۟ إذِاَ تدَاَيَنتهم بدِيَْنٍ إِلىَ  يَ 

فَلْيكَْتهبْ وَلْيهمْلِلِ  ٱلذَِى  عَلَيْهِ  ٱلْحَقُّ   وَلْيَتقَِ  ٱلَلَّ   رَبهَه ۥ  وَلََ يَبْخَسْ مِنْهه شَيْـًٔا   فإَنِ كَانَ  ٱلذَِى  عَلَيْهِ  ٱلْحَقُّ   سَفِيهًا أوَْ ضَعِيفاً أوَْ لََ يسَْتطَِيعه أنَ  

لٌ وَ ٱ مْرَأتَاَنِ   مِمَن ترَْضَوْنَ مِنَ  ٱلشُّهَداَءِٓ   أنَ   لَيْنِ فَرَجه جَالِكهمْ ۖ فإَِ ن  لمَْ يكَهوناَ رَجه يهمِلَ ههوَ فَلْيهمْلِلْ وَلِيُّهه ۥ  بِ ٱلْعدَْلِ    وَ ٱ سْتشَْهِدهوا۟   شَهِيديَْنِ مِن ر ِ

لِكهمْ  أقَْسَطه  ٓ أجََلِهِ  ۦ   ذَ  وٓا۟ أنَ تكَْتهبهوهه صَغِيرًا أوَْ كَبِ يرًا  إِلَى  هخْرَى     وَلََ يأَبَْ  ٱلشُّهَداَءٓه   إذِاَ مَا دهعهوا۟   وَلََ تسَْـَٔمه مَا  ٱ لْْ هه رَ إحِْدىَ  مَا فَتهذكَ ِ هه تضَِلَ إحِْدىَ 

ناَحٌ ألَََ تكَْتهبهوهَا ۗ وَأشَْهِدهوٓا۟ إذِاَ   ونهََا بَيْنكَهمْ  فَلَيْسَ عَلَيْكهمْ جه رَةً حَاضِرَةً تهدِيره ٓ ألَََ ترَْتاَبهوٓا۟ ۖ إِلََٓ أنَ تكَهونَ تجَِ  دةَِ وَأدَْنَى  عِندَ  ٱلَلِّ   وَأقَْوَمه لِلشَهَ 

كهمه ٱلَلّه  ۗ  وَ ٱ لَلّه  بكِهل ِ شَىْءٍ عَلِيمٌ   بكِهمْ ۗ وَ ٱتقَهوا۟  ٱلَلَّ  ۖ  وَيهعَل ِمه
 تَ باَيعَْتهمْ    وَلََ يهضَارَٓ كَاتِبٌ وَلََ شَهِيدٌ   وَإِن تفَْعَلهوا۟ فإَنِهَه ۥ فهسهوقٌٌۢ

 “Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang 

ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu 

menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana 

Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang 

itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia 

menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah 

(keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya 

dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) 

dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang 

yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, 

yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah 

kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang 

demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan 

kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan 

di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi 

apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga 

saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. 

Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha 

Mengetahui segala sesuatu.” 

 

Dan utang secara umum meliputi utang-piutang dalam jual beli salam, dan utang-piutang 

dalam jual beli lainnya. Ibnu Abbas telah menafsirkan tentang utang-piutang dalam jual beli 

salam. Dalam kaitan ayat di atas Ibnu Abbas menjelaskan keterkaitan ayat tersebut dengan 

transaksi bai’ as-Salam, hal ini tampak jelas dari ungkapan beliau: “Saya bersaksi bahwa salam 

(salaf) yang dijamin untuk jangka waktu tertentu telah dihalalkan oleh Allah pada kitab-Nya dan 

diizinkan-Nya.” Ia lalu membaca ayat tersebut (Ningsih, 2021). 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

  Metode penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif, yang dalam hal pendekatan ini 

bertujuan untuk memahami suatu fenomena secara menyeluruh dari sudut pandang subjek yang 

diteliti (Moleong, 2021), yakni para pelaku transaksi yang terlibat langsung dalam praktik jual 

beli dengan sistem pesanan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Lempasing Kecamatan Teluk 

Betung Barat Bandar Lampung.  

Jenis pada penelitian ini yakni penelitian lapangan (field research). Menurut Dedy 

Mulyana penelitian lapangan (field research) merupakan bentuk penelitian yang mengkaji 

fenomena lingkungan yang alami (Mulyana, 2004). Pendekatan ini digunakan karena untuk 

memahami fenomena secara mendalam dan kontekstual sesuai dengan realitas sosial yang 

berlangsung di lokasi penelitian, serta data diperoleh secara langsung melalui interaksi dengan 
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para pelaku transaksi di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Lempasing Kecamatan Teluk Betung 

Barat Bandar Lampung. Secara sifat, penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu memusatkan 

perhatian pada pemaparan faktual mengenai praktik jual beli ikan menggunakan sistem pesanan, 

kemudian menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. 

Menurut Ajat Rukajat informan ialah subjek yang menjadi rujukan data penelitian karena 

diwawancarai dan dapat dimintai keterangan, serta memiliki pengetahuan dan pemahaman 

terhadap informasi yang dibutuhkan.(Rukajat, 2018) Penentuan informan ini dilakukan melalui 

teknik purposive sampling, dimana pemilihan subjek penelitian sesuai dengan pertimbangan 

tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Adapun informan dalam penelitian ini meliputi, 

pedagang dan pembeli yang telah berpengalaman serta memahami mekanisme pemesanan, 

penentuan harga, hingga proses penyerahan ikan di TPI Lempasing. 

Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi. 

Observasi dilakukan dengan melihat langsung aktivitas pesanan di lapangan, wawancara 

digunakan untuk menggali informasi secara lebih mendalam, dan dokumentasi dimanfaatkan 

untuk memperoleh data pendukung dari catatan atau arsip terkait. 

 

HASIL PENELITIAN 

Praktik Jual Beli Ikan dengan Sistem Pesanan 

Sistem pesanan merupakan transaksi dimana konsumen memesan dan membayar suatu 

produk atau layanan sebelum barang tersebut sepenuhnya ada. Dalam hal ini, konsumen 

melakukan pemesanan untuk memperoleh produk yang masih dalam proses produksi atau belum 

tersedia dilapangan. Penjual umumnya meminta pembayaran sebagian di awal (uang muka) atau 

pembayaran penuh. Dengan memesan terlebih dahulu, keuntungan bagi pembeli adalah mereka 

dapat memperoleh produk terbaru atau langka (Jauharoh et al., 2024). 

Sistem transaksi pesanan yang digunakan dalam jual beli ikan di Pasar Lelang Ikan 

Lempasing (TPI) merupakan praktik umum di kalangan pelaku perikanan, khususnya antara 

pedagang dan pelanggan tetap. Sistem ini pada dasarnya melibatkan pemesanan barang sebelum 

barang tersebut tersedia secara fisik di lokasi transaksi. Pembeli memilih jenis ikan, kuantitas, 

dan waktu pengiriman yang diinginkan dari penjual (Utami, 2022). Pesanan dapat dilakukan 

melalui telepon, atau melalui pesan teks, penjual dan pembeli kemudian menyepakati harga dan 

spesifikasi sebelum barang dikirim. 

Proses berlangsungnya aktivitas jual beli ikan dengan sistem pesanan di Tempat Pelelangan 

Ikan (TPI) Lempasing, Kecamatan Teluk Betung Barat Bandar Lampung ini dilakukan melalui 

media sosial (WhatsApp). Dalam proses akad para pihak hanya mengandalkan saling percaya 

atau tidak adanya akad tertulis. Sebelum pembeli memesan, penjual akan memberitahu terlebih 

dahulu jenis ikan apa yang sedang tersedia akhir-akhir ini. Pada saat akad pemesanan itu terjadi, 

didalam prosesnya hanya berupa pemesan ikan yang mencangkup kriteria ikan yang diinginkan 

saja dan perkiraan harga sementara. Ketika semua akad telah disepakati, pembeli akan 

memberikan uang muka, sebagai tanda bahwa pemesanan itu pasti. Akad pesanan atau salam 

sudah sering digunakan terutama di bidang jual beli berbasis pesanan salah satunya pada sektor 

perikanan. Pada sektor ini memiliki karakteristik produksi yang membutuhkan uang muka, namun 

hasil tetapnya ditentukan pada saat objek tersedia. 

Penetapan harga akhir dilakukan setelah penjual mendapatkan ikan dari hasil lelang dan 

dilakukan penimbangan setiap ikaan. Lalu, penjual akan menghitung hasil timbangan ikan dan 

mengkorelaasikan dengan harga jual yang pas. Pembayaran penuh dilakukan setelah pembeli 

datang ke lokasi untuk mengambil pesannya. Apabila ada ketidaksesuaian kualitas, penjual siap 

memberikan penjelasan dan melakukan penyesuaian harga berdasarkan kesepakatan yang dicapai 

bersama.  

 

Analisis Akad dalam Praktik Jual Beli Ikan dengan Sistem Pesanan 

Berdasarkan hasil temuan di lapangan melalui wawancara dan obsevasi langsung, proses jual 

beli ikan dilakukan dengan menggunakan sistem pesanan yang mencakup pembayaran di awal 
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berupa uang muka, sedangkan pelunasan terjadi setelah ikan ditimbang dan dijumlahkan 

sepenuhnya. Namun pada ketentuan akad salam dalam fikih muamalah harus dilakukan secara 

penuh saat akad berlangsung.  

Pada praktik yang terjadi, pembayaran yang dilakukan pada saat akad berlangsung hanya 

dalam bentuk uang muka, sementara pembayaran penuh terjadi ketika ikan akan diserahkan oleh 

pembeli atau pembayaran dilakukan diakhir. Penerimaan praktik uang muka dalam akad salam 

dapat dibenarkan berdasarkan kaidah fikih al-‘adalah muhakkamah yang menyatakan bahwa 

kebiasaan dapat dijadikan sebagai hukum, selama praktik tersebut sudah menjadi tradisi dan tidak 

bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah (As-Suyuthi, n.d.).  

Akad salam mengharuskan kejelasan objek jual beli harus diterangkan terlebih dahulu seperti 

spesifikasi, kualitas, dan jenis. Pada praktik yang terjadi hal tersebut tidak terlaksana semestinya, 

spesifikasi ikan yang dipesan kadang selalu tidak sesuai dengan kesepakatan awal, seperti 

perubahan ukuran atau kualitas ikan. Selain itu, pada rukun dan syarat akad salam menjelaskan 

bahwa, penentuan harga harus jelas sejak akad itu terjadi (Pahra, 2022). Adapun praktik di Tempat 

Pelelangan Ikan (TPI) Lempasing menunjukkan waktu penyerahan ikan yang tidak pasti, karena 

bergantung dari hasil  ketersediaan tangkapan nelayan. Dalam akad salam waktu penyerahan juga 

diatur dalam rukun dan syaratnya bahwa, penyerahan harus jelas sejak awal akad.  

Berdasarkan analisis, dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli ikan dengan sistem pesanan 

di Tempat Pelelangan Ikan Lempasing (TPI) Lempasing Kecamatan Teluk Betung Barat, belum 

memenuhi syarat dan rukun utama akad salam. Hal ini terlihat dari table indikator keabsahan akad 

salam dalam fikih muamalah, yakni : 

 

 Tabel Indikator Keabsahan Akad Salam Dalam Fikih Muamalah 

No. Aspek Teori / 

Komponen Akad 

Salam 

Kriteria Keabsahan Indikator Uji  

Lapangan 

1. Pembayaran Harus dilakukan secara penuh 

siawal akad 

Pembayaran yang tidak 

dilakukan secara penuh di awal 

akad, melainkan sebagian 

dalam bentuk uang muka.  

2. Objek Pesanan Barang pesnan harus memiliki 

spesifikasi jelas (ukuran, jenis, 

kualitas) 

Spesifikasi ikan (ukuran dan 

kualitas) tidak selalu sesuai 

kesepakatan, menimbulkan 

unsur gharar (ketidakjelasan) 

3. Penentuan Harga Harga harus di sepakati diawal 

tidak boleh diubah setelah barang 

tersedia 

Harga ikan baru diketahui 

setelah penimbangan, sehingga 

tidak pasti saat akad 

berlangsung, 

4. Waktu 

Penyerahan 

Harus ditentukan secara jelas 

diawal akad. 

Tidak ditentukan secara pasti, 

bergantung pada hasil 

tangkapan nelayan. 

 

Dengan demikian, sistem pesanan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Lempasing tidak dapat 

dikategorikan sebagai akad salam yang sah. Oleh sebab itu, agar transaksi semacam ini sesuai 

dengan hukum ekonomi syariah, para pelaku usaha perlu memperjelas akad sejak awal terutama 

dalam hal pembayaran, harga, spesifikasi barang, dan waktu penyerahan agar tetap sesuai dengan 

prinsip keadilan (al-‘adl) dan transparansi (al-bayān) dalam Islam. 

 

PEMBAHASAN 

Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Jual Beli Ikan 

 Berdasarkan praktik yang terjadi dan analisis akad salam mengenai praktik jual beli ikan 

dengan sistem pesanan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Lempasing, keselarasan praktik ini 
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dengan Hukum Ekonomi Syariah dapat dilihat dari berbagai sisi, baik yang sudah sesuai maupun 

yang masih perlu disesuaikan (Ainurrohmah et al., 2025),  

 Praktik jual beli ikan dengan sistem pesanan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Lempasing 

masih memiliki beberapa aspek yang masih belum sesuai dengan ketentuan akad salam. 

Ketidaksesuaian ini terlihat dari belum terpenuhinya syarat-syarat pokok dalam akad salam, 

seperti pembayaran yang tidak dilakukan secara utuh di awal transaksi, ketidakjelasan harga pada 

saat akad disepakati, ketidakpastian spesifikasi barang yang diperdagangkan, serta kurangnya 

kepastian waktu pengiriman.  

 Walaupun praktik ini telah menjadi norma sosial dan dilaksanakan berdasarkan kepercayaan 

antara penjual dan pembeli  dari sudut pandang hukum ekonomi syariah, praktik tersebut belum 

dapat dianggap sebagai akad salam yang sah. Faktor lain yang berpengaruh adalah tradisi di 

Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang sudah lama berlangsung tanpa pemahaman yang mendalam 

mengenai konsep akad dalam Hukum Ekonomi Syariah. Akibatnya, praktik transaksi lebih 

mengacu pada kepercayaan dan kebiasaan, bukan pada penegasan syarat dan rukun akad secara 

jelas., dari sudut pandang hukum ekonomi syariah, praktik tersebut belum dapat dianggap sebagai 

akad salam yang sah. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pemahaman tentang ketentuan akad 

dalam Islam agar praktik jual beli yang dilakukan dapat memberikan jaminan hukum, 

menegakkan keadilan, dan mencegah potensi konflik di masa mendatang. 

 

KESIMPULAN 

Praktik jual beli ikan dengan sistem pesanan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Lempasing 

Kecamatan Teluk Betung Barat, Kota Bandar Lampung dilakukan melalui mekanisme pemesanan 

ikan terlebih dahulu oleh pembeli kepada nelayan sebelum ikan ditangkap. Praktik tersebut 

disertai dengan pembayaran di muka berupa uang muka  sebagai bentuk kesepakatan awal, 

sedangkan pelunasan dilakukan setelah ikan berhasil ditangkap dan diserahkan. Sistem ini telah 

menjadi kebiasaan dalam aktivitas transaksi di TPI Lempasing dan dipandang sebagai cara yang 

efektif untuk menjamin ketersediaan ikan sekaligus membantu permodalan para pelaku usaha.  

Ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, praktik tersebut belum sepenuhnya memenuhi 

rukun dan syarat akad salam, khususnya terkait kejelasan spesifikasi objek pesanan dan penegasan 

status uang muka sebagai bagian dari harga (tsaman). Oleh karena itu, meskipun secara substansi 

telah mengarah pada akad salam, praktik ini masih memerlukan penyesuaian agar sesuai dengan 

prinsip Hukum Ekonomi Syariah. 
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